BAB I11

MUTILASI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

A. Kriteria Pembunuhan Mutilas Ditinjau Dari Figh Jinayah
Berbicara masalah kriteria pembunuhan mutilasimemang tidak diatur
secara menditail dalam figh jinayah, tetapi disiniluniknya dapat kita kaitkan
dengan berbagai hal, jinayah dapat pula dibedakadabarkan niat pelakunya,
cara mengerjakannya, korban perbuatan, dan tabigtawyg khusus. Dilihat dari
sudut niat pelaku pidana, jinayah terbagi dua,uyagngaja dan tidak sengaja.
Jinayah yang sengajah adalah tindak pidana yarageseadar mengetahui bahwa
tindakannya itu adalah tindakan terlarang. Jinapgaty tidak sengaja ialah tindak
pidana yang dilakukan secara tidak sadar dan tidasitkan untuk dilakukan atau
tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hal yang fatdi korban. Tindakan itu
terjadi karena kekeliruan atau kesalah pahaman.
Untuk itu mutilasi ini memiliki beberapa kriteriaemurut figh jinayah itu
sendiri, yang antara lain sebagai berikut:
1. Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan reydwrban, niat adalah
unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan.
2. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanup&lakgan kematian
korban.

3. Adanya unsur menganiaya mayat korban

! Imanin YusufFigih Jinayah,(KDT: Rafah Fress, 2009), him. 9
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4. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan matinyaakgrimaksudnya dari
unsur yang kedua bahwa korban mati kerena perbsafsetaku, dalam hal ini
tidak ada aturan tentang bentuk dan frekuensinga berupa pemukulan,
pemabakaran, peracuran dan lain sebagdinya.

5. Terjaga darahnyam(a’'shum ad-dam Hal ini mencakup semua jiwa yang
mendapatkan perlindungan negara seperti kaum musldzimi (ahlizhimal),
orang kafir yang di bawah perjanjiaal{nu’ahad, dan orang kafir yang
meminta perlidungana(-musta’mir). Dengan demikian seseorang dihukumi
membunuh dengan sengaja, apabila dia mengetahwabahang yang dia
inginkan untuk terbunuh adalah manusia dan terfigdyiwannya menurut
syariat islam.

6. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membait senjata tajam atau
yang lainya.

7. Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjaderbph bagian, dengan
cara memotong-motong tubuh korbian.

Sebagai salah-satu kasus yang harusnya menjaklipgetibunuhan yaitu
kasus mutilasi. Akan tetapi dalam kontruksi hukudapa indonesia, hal itu tidak
dapat menjadi suatu bagian yang secara khusus tnemgmatau dengan kata lain
tidak adanya pasal yang secara khusus mengaturnya.

Mutilasi adalah memotong-motong tubuh si mayat, termasuk

perbuatan sadis dan tidak berprikemanusiaan. Danddigih jinayah hal ini

> H.A. Djazuli, Opcit, him. 28
} http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-gemsengaja.html, (Didownload
12 Desember Pukul 23:50)
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termasuk hal yang terlarang. Mengenai tindak pidawiilasi, dalam rumusan
KUHP hanya ada Pasal yang sedikit menyentuh petatesaini yaitu Pasal 340
KUHP “barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan tdrledahulu

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pemihan yang
direncanakan (moord) dengan hukum mati, atau penjgeumur hidup atau
penjara sekurang-kurangnya 20 tahun.

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatanajaryang tidak
hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk r&kak satu macam jarimah,
namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakalka, sehingga dari
perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan ggdoun pemidanaan.
Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman satignpal adalah
pembalasan jiwa terhadap pembunuh. Namun disinbuinmasalah, apakah
pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga hamstiasi, karena perbuatan
pemidanaan pembunuhan yang diancam dengan hukunsrasly adalah
pembunhan sengaja, dimana pelaku pembunuhan ituangerberniat untuk
menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dararac melakukan
pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakdkagan sengaja, semua
ini ditunjukan dengan adanya bukti yaitu pelaku gdn sengaja memotong-
motong mayat tubuh si korban yang di bunuhnya ndefjeberapa bagian yang
kemudian potongan mayat tersebut di buang secapisah di tempat yang
berbeda.

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam figh jinayatemang tidak ada

peraturan yang lebih eksplisit maupun hukuman yaags dijatuhkan kepada
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pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lehiti iang mengaturnya, tetapi

Allah s.w.t berfirman:
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Syariat islam tidak membedakan antara satu jiwgaefwa yang lain,

«©

hukum qgishash adalah had dan tiada mengenal pemvegemkah yang terbunuh
itu orang dewasa atau orang kecil, laki-laki atateppuan, setiap insan berhak
untuk hidup dan tidak diperbolehkan secara hukugardigu hak hidupnya
dengan cara apapdnAyat terebut menggambarkan adanya balasan terhadap
kejahatan dan ketika membalas harus diumumkanddtdwkan dimuka umum.

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murfahatajahatan
yang termasuk kelompok yang diancam hukuman qishtlsh diyat, yaitu:
pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian/anggei@any dan tindakan
pelukaan, yang pelaksanaan hukumannya diserahkemgenya kepada korban
kejahatarr.

Pembunuhan yang dibenarkaal-gatl bi al-haqq) adalah bentuk
pembunuhan yang diperintahkan Allah. Oleh sebapeatabunuhan tersebut tidak

mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yangukiak dalam peperangan,

* Sayyid SabigFigh Sunnah14 Jilid (Beirud: Dar al Fig, 1983), him. 23

> Hasan SalehKajian Figh Nabawi & Figh KontemporerJakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008), him. 420
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dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakamkuskgeeradilan oleh
algojo atas suatu tindak pidaha.

Jika ditelisik dari kata jinayah adalah perbuatamgy diharamkan atau
dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atausikd#man agama, jiwa, akal
atau harta benda. Sedangkan mutilasi itu senlaidilihat dari terminologi kata
atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertiataa penafsiran makna dengan
kata amputasi sebagaimana yang sering dipergundideim istilah medis
kedokteran. Jadi dalam hal ini figh jinayah memawpuiya dengan jenis
pembunuhan secara mutilasi ini dengan pembunuhagagedengan niat benar-
benar ingin membunuh dan menggunakan alat yang mgkimkan terjadinya
pembunuhan.

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensérencanann
(direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelakudiidu-kolektif), dan
dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesahatau medis. Dengan demikian,
pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebtugaakan kriminal yang dapat
disanksi pidana.

Berbicara masalah pembunuhan pastilah dalam beteakudah terfikir
bahwa hilangnya nyawa seseorang di dalam ragama raeninggalnya orang
tersebut, sebenarnya pembunuhan ini tidak asingligingah kita karena sering
terjadi dimana-mana, akan tetapi jika berbicara atats mutilasi ini mungkin
masih agak asing untuk ditelingah kita. Pembuniwggamacam ini terbilang unik

dan sadis tidak berprikemanusiaan dengan cara regwobotong atau

® Hasan SaleMDpcit, him. 425
7 Imaning Yusuf Opcit, him. 7
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memisahkan anggota badan si korban seperti kasug lyaru-baru ini seorang

warga negara indonesia dibunuh dihongkong yangisei Sumarti Ningsih asal

Cilacap dan Seneng Mujiasih asal Sulawesi yangndibsecara sadis yaitu tubuh
korban dimasukan dalam koper dengan, dan dimaskédalam koper dengan

cara memisahkan bagian tubuhnya. Dan yang tidahkaknarik lagi kasusnya si
jagal Ryan dari Jombang yang membunuh sebelas dengiemutilasi korbanya

lalu dimakamkan disamping sekitar rumanya sendengan harapan agar tidak
diketahui oleh masyarakat.

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung #apeeadaan psikis si
pelaku, dimana si pelaku cenderung megalami gamggeajiwaan, kejahatan
memutilasi merupakan kejahatan susulan dari selkegdhatan pembunuhan
dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunansebut maka dilakukan
pemutilasian tubuh korban, sehingga tidak diket&elieradaannya ataupun jika
diketahui maka akan menghambat penyidik untuk megkap identitasnya.

Dari sisi ilmu kriminologi secara defenitive yangmaksud dengan
mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang @gatuanggota tubuh lainnya
oleh sebab itu yang tidak wajar. Beberapa penyetmfadinya mutilasi
disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakdarfkksengajaan atau motif
untuk melakukan tindakan jahé&triminal) dan bisa juga oleh faktor lain-lain.

Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanyakypehelakukan tindakan
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mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relaisira dirinya dengan korban
terputus dan agar jati diri korban tidak diken@ihdan alasan-alasan tertefitu.

Dalalm hal ini tindak pidana mutilasi ini merupakaratu kejahatan yang
merugikan orang lain, jika kita mengacu kepada dgab macam delik. Mutilasi
ini dapat digolongkan dalam delik material yangaseldari pada tindakan
tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih adhatkyang timbul dari tindakan
itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidanasebut sepenuhnyévoltooid)
Misalnya: Pasal-Pasal 187 (pembakaran dan seb@)aBB88 (pembunuhan), 378
(penipuan), harus timbul akibat-akibat secara kbganr kebakaran, matinya
korban, pemberian suatu barang. Dan tidak hanyalapat disangkutkan juga
dalam delik komisi yang artinya tindakan aktgrtfjve handelinyang dilarang
yang untuk pelanggaranya diancam pidana.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berla&karang
diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yajah&tan rhisdrijver) yang
ditempatkan dalam buku ke 1l dan pelanggaareitredingen yang ditempatkan
dalam buku ke lll. Sebuah tindakan dapat disebhéaga kejahatan jika memang
didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yamgndilkan dalam undang-undang.
Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hykdiema yang mengatur
tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tebasnun tidak berarti pelaku dapat
dengan bebas melakukan perbuatannnya tanpa adan&nkdindak mutilasi

pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis memgaksud untuk

8

http://qnoyzona. Blogdetik. Com/index.php/2010/A&Rini-mutilasi-dan-matinya-
logika-hukum-di-indonesia/, (Didownload 07 Novembpekul 23:27)

E.Y. kanter & S.R. sianturiAsas-Asas Hukum Pidana Di Indosesia dan Penerapanya
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), him. 237
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menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korbam gnyiksaan terhadapnya.
Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jikaaknmutilasi ini dikelompokan
sebagai tindak pidana bentuk kejahatan. Mengerianttean hukum pidana yang
mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturarg yaarsifat dasar,
misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk peagaan, penganiayaan berat
atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sargjaii dlalam kasus yang
terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutitesimotitkan penganiayaan.
Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkatindakan lanjutan dari
tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayddk diketahui
identitasnya®

Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yanglusdharus
diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatankgadilan. Masyarakat tentu
mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dadgaya kepastian hukum
masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum adataiuk manusia, maka dalam
penegakan hukum itu harus memberi manfaat ataunkegubagi masyarakat.
Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah naasakeadilan dalam
penegakan hukum. Hukum itu bersifat umum, menggdaiap orang, bersifat
menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat sifbjeldan tidak
menyamaratakatt.

Menurut Jeremy Bentham, hukum pidana hanya dipatgmjika sudah

dipertimbangkan kemanfaatannya ke arah asas sitiliRada intinya, Bentham

YE.Y. kanter & S.R. siantufdpcit, him. 230
' Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitl@ab-Bab tentang Penemuan HukuBandung:
Citra Aditya Bakti, 1993), him. 2
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menghendaki agar prinsip hukum tidak dipergunakatuku pembalasan orang
yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk mesc&gjahatan. Melihat hal
ini, maka tujuan penjatuhan hukuman dalam hukumar@d adalah untuk
melindungi, memelihara ketertiban, dan mempertatwarkeamanan masyarakat
sebagai satu kesatu#n.

B. Sanksi Pembunuhan secara Mutilasi ditinjau dari Figh Jinayah

Mutilasi merupakan tindakan memotong-motong orgdoul seseorang,
baik dalam keadaan korban masih hidup maupun stidak bernyawa dengan
alasan untuk menghilangkan jejak korbannya mauparenia alasan dendam.
Maraknya terjadi pembunuhan dengan mutilasi di tedca menimbulkan banyak
pertanyaan di benak kita. Mengapa seseorang daglakmkan mutilasi ? apakah
perbuatan tersebut dilakukan untuk menghilangkgak jgperbuatannya atau
pelaku mengalami kelaianan jiwa?

Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang reekhusus mengatur
tentang kejahatan dengan cara mutilasi ini. Pengatmutilasi pun akhirnya
disamakan dengan pengaturan tindak pidana terhagawa pada umumnya,
yaitu dengan berpedoman pada Pasal 338 sampai BHPKHal ini juga
menjadi pertanyaan kita bahwa bagaimana hukumijpogibnesia memandang
dan mengatur tentang mutilasi dan begitu juga dersgalut pandang hukum
islam menyelesaikan permasalahan seperti ini.

Berdasrakan Al-qur'an Al-Nul Karim perbuatan pidayang dilakukan

oleh seorang yang bertanggung jawab diberihukumamgah hukuman yang

2 LadenMarpaung,Opcit, him. 4
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tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjlikhADasar dari pada siapa
yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yapag dipidana dan bagaimana
hukumannya dasarkan kepada keimanan kepada Allatvalayu Allah Al-qur'an
dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusiamendapatkan kemasahatan
di dunia dan kebahagian di akhitat.

Konsep jinayah sangat berkaitan erat dengan s#aagpngan” karena
setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayarupakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan imbunl karena perbuatan-
perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masta Oleh karena itu,
maka keberadaan dan langsung hidup bermasyarakat dgertahankan dan
dipelihara.

Ditinjau dari berat-ringannya macam hukuman yargncémkan, ada
beberapa bentuk hukuman, yaitu:

1. JarimahHudud. Hududadalah bentuk jama’ dari kated yang asal
artinya sesuatu yang membatasi diantara dua bemslayrut bahasa,
kata had berartial-man’u (cegahan). Adapun menursyar’i, hudud
adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah dikatepleh syara’
untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepadaatajatyang
sama. Seperti kejahatan atas badan, jiwa dan atagggggota badan,
yaitu yang disebut pembunuhgi-qatl) dan pelukaafal-jarh.).

2. Jarimah Qishas, yaitu jarimah yang diancam dengakurhan

gishash. Qishas adalah yang sama dengan jarimahdyakukan. la

B Hasan SyahKajian Figh Nabawi & Figh Kontemporer(Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1999), him, 221
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terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidanadeno sebagai
kejahatan terhadap manusa&au crimes against personsfang

termasuk jarimah ini adalah pembunhan dengan sengian

penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkaaegnya atau
terlukanya anggota badan.

3. Jarimah Ta’zir. Jarimah ta’zir adalah hukuman ytidgk dipastikan
ketentuannya dalam nash, tetapi macam hukumanns@ratikan
kepada penguasa untuk menentukannya

4. Jarimah Qishas Diyat adalah kejahatan terhadap gitaa anggota
badan yang diancam hukuman serggiahas)ataudiyat (ganti rugi
dari pelaku kepada si korban atau walinya).

Akan tetapi tidak ada agama didunia ini yang meraagdidup manusia

sedemikian berharganya sehingga membunuh satu alianggap membunuh
semua orang dan siapapun yang menyelamatkan hiekgoreing seolah-olah

telah menyelamatkan hidup semua manusia.
I e 8 5 T ) g e el 3T e
£ /w;/ o o . (7 X " P :C 4 v .o P
S e GG st 2ag ks oW JJ Hie ESNREPEe
3 A5 Ga 2k 60 7 oy g s A5 ws
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Berdasarkan sanksi pembunuhan secara mutilasig draleh mencabut

hak hidup seseorang dengan lima hal sebagai berikut

* http://ilhamihwan.blogsopt.com/2012/05/sekilas-tewf-figh-jinayah.htm|m=1,
(Didownload 11 November Pukul 10:30)
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a. Hukuman qishas yang dikenakan bagi seorang penjahat yang
membunuh seseorang dengan sengaja.

b. Dalam perang, mempertahankan djiad) melawan musuh islam.
Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejyamng
terbunuh.

c. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusahaygunéngkan
pemerintahan islam.

d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatutkumanhadd
karena berzina.

e. Orang yang merampok/membegairabah)®

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan ini sendidadhm hukum pidana

islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalaharkitu terdiri dari hukuman
pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. iHakpokok pada tindak
pidana pembunuhan adalah gisash. Apabila dimaafiten keluarga korban,
maka hukuman pengantinganya adalah diyat dan §ikass gisash atau diyat itu
dimaafkan maka akan ada hukuman takzir dan hukdamabahan yang dimaksud
adalah seperti pencabutan hak waris.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jeeisipunuhan juga

berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja

Hukuman pokoknya adalah gisash atau balasan sétifgay dimaksud

dengan balasan setimpal adalah perbuatan yang Rieatfan kematian maka

> Abdur Rahman | DoiTidak Pidana Dalam Syariat IslarJakarta: PT Rineka Cipta,
1992), him, 1
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balasanya juga kematian. Hal ini berdasarkan firibah S.W.T pada Q.S Al-
Bagarah ayat 178-179:
wd o T B R 2 ol 2 e R /wE B
AL L8 g Celal ASle oI T G
b /%:f LI . ,2 o ﬂ/ _ ] ? /f io.‘ f.?; P 0/° )O/o/
gL 8o sl (W (80 B (VL (V15 2Rl A
5z B0 2 ° . .?C AL ° ot U2 . o1
@A) 2 55 255 e DR A5 Olesy o) 1151 G giRall
/i 2 ° . 2 A ~ e
ol G ols oladll (3 3SJ50 vyl Side 408 U5 Ak
< {‘Uﬁ/ G - O
(1V2)05a5 (N33 LU
Apabila qgisash tidak dilaksanakan baik karena tidemenuhi syarat-
syarat pelaksanaannya maupun mendapat maaf darargal korban maka
hukuman pengantinganya adalah dengan membayar loiiyapa 100 (seratus)
ekor unta kepada korban. Hal ini sesuai denganshaiiibi Muhammad S.A.W

kepada penduduk Yaman:
Ols Jsiallell gl (a3 1Y) 8 408 Ay (e DU Lia e Jadic) (4 )
Oba Ol A 33 Gl sl 2 50 50l o) 9) oY1 eddledy Al (i) (8
(m\j

Walaupu sudah ada hukuman pengganti yang berbetiyak namun
dalam pelaksanaanya diserahkan kembali kepada rgalukorban, apakah
menuntut hukuman diyat atau kifarat yang merupakalk dari Allah. Bentuk
pertama dari hukuman kifarat ini adalah memerde&athiambah sahaya dan bila

tidak melakukanya maka wajib menggantinya dengasgwua bulan berturut-
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turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalahilkelyan hak mewarisi dari

yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadist Nabi:
(@EJ\J\} ‘L;Luuj\ o\)))".cg;& Q\‘)J.d\ e d:\ el u.uj

2. Pembunuh Semi Sengaja
Hukuman pokok adalah diyamughalladzah artinya diyat yang

diperberat.dari hukuman diyatughalladzahni adalah :

e shay 8 ) s lleia V) (pe Ala el 4 gUadl) dua 1Y)
(Obs ) Ansia s 4naa Gol g bl g3 5o sl an AT, LasY

Perbedaan diyat pembunuhan sengaja dengan pemiouseina sengaja
terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. ggadbunuhan sengaja,
diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayaramatusedangkan pada
pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepddarga pelaku ataagilah
dan pembayaran dapat diansur selama tiga tahun.

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengargalata
memerdekan hamba sahaya dan dapat diganti dengaumaba selama dua bulan
berturut-turut jika hukuman diyat gugur karena a@arpengampunan maka
pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diseratfepada hakim yang
berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukutambahan pada
pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tampatia pembunuhan

sengaja, yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yafah dibunuhnya.
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Hukman Pembunuhan Karena Kesalahan.

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyatkhalaffafahyaitu diyat

yang diperingankan. Keringanan tersebut dapat atildhari tiga aspek, yaitu:

a.

b.

Kewajiban pembayaran dibebankan kepagiéah (keluarga).
Pembayaran dapat diansur selama tiga tahun.
Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok.

- 20 ekor sapi betina, berusia 1-2 tahun.

- 20 ekor sapi betina yang besae.

- 20 ekor sapi jantan yang sudah besar.

- 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun.
- 20 ekor unta yang sudah besar, nerusia 4-5 tahun.

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakarbdaahaya

atau diganti dengan berpuasa dua bulan bertunut-tian hukuman tambahan

adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yatghtdibunuhnya walaupun

pembunuhnya karena kesalahan.

Sanksi dalam pembunuhan pada hukum pidana paddidla sebagai berikut

1.

Pembunuhan Sengaja, dalam bentuk hukuman atau pdieblr
dalam Pasal 338 KHUP:

“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang laincala karena
pembunuhan dengan pidna penjara paling lama lintes dahun”.

Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

“barangsiapa sengaja dan dengan berencana lebibudaterampas
nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengacana
(moord),dengan pidana mati atau pidana penjara seumup lathu
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”
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3. Pembunhan Tidak Sengaja. Diatur dalam Pasal 359FKUH

“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mainaye lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima ntahtau
kekurangan paling lama satu tahun”.

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana pemiharmu juga
meupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hdapat dilihat dari ancaman
hukuman dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.

Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokokb#aa dari
suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunioéi@mcana, sangat
terkait batin si pelaku pada dasarnya, istilahrdiamakan terlebih dahulu adalah
suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-ssglagai berikut:

a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatkukida pada

suasana hati yang tenang.

b. Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akarudiedesuatu
sampai pada pelaksanaan ada tenggang waktu yang yakg dapat
digunakan untuk berfikir kembali.

c. Dalam melaksanakan perbuatannya, dilakukan dalamsasa hati
yang tenang. Artinya ketika melakukan perbuataarddtondisi yang
tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesas-Jes

Pada pembunuhan secara mutilasi ini, jika dilirdtadnyakan kasus yang
sering terjadi pelaku terlebih dahulu telah mereakan tindakan tersebut untuk
menghabisi nyawa korbanya. Menurut penjabaranai htkuman yang paling

pantas untuk pembunuhan secara mutilasi ini adgiEttashyang merujuk pada

'* Adam chaziOpcit, him. 27
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ayat Q.S Al-Bagarah ayat 178-179, begitu pula Nai@nyatakan bahwa
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sepetis kgembunuhan secara
mutilasi ini maka digishashatau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si
terbunuli’. Sehingga tindak pidana pembunuhan secara mutitasuk dalam
kategori hukuman gishash dalam tinjauan figh Jihaya

Keberadaan sanksi merupakan senjata pamungkas dalamaga

ketertiban dalam masyarakat. Adanya suatu pelaaggatau kejahatan maka
penentuan sanksi akan disesuaikan dengan akibgtdygmbulkan oleh tindakan

tersebut. Penentuan ini diserahkan kepada negardad@m hal ini adalah hakim.
Sanksi dalam pidana Pasal 10 KUHP dapat dibagiadedja, yaitu:

a. Hukum Khusus

1. Pidana mati, pidana ini adalah pidana terbdeattara semua pidana.
Pidana ini diancam atas kejahatan yang sangat ,beegierti
pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pencdeagan
kekerasan (365 ayat 4 KUHP).

2. Pidana penjara, adalah hukuman yang membataserklekaan atau
kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebiht llera pada
hukuman kurungan karena diancam atas berbagaidtejaltHukuman
penjara minimum satu hari dan maksimum penjara getidup. Hal
ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebbgakut:

“(1). pidana penjara ialah seumur hidup atau daleaktu tertentu.

Y Suma, Amin Muhammad, DkkPidana Islam di IndonesigPejaten Barat: Pustaka
Firdaus,2001),him. 94
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“(2). Pidana penjara selama waktu tertentu bolehatudikan
paling pendek satu hari dan paling lama lima beksun
berturut-turut.

“(3). Pidana penjara selama waktu tertentu bol@tuhkan untuk dua
puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan ypiignanya
hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seundup
dan pidana penjara selama waktu tertentu, atauaapidana
penjara seumur hidup dan pidana penjara selamaiietténtu;
begitu juga dalam hal batas lima belas tahun disamgebab
tambahan pidana karena berbarengamgursuy pengulangan
(resedivig atau karena ditentukan pasal 52.

“(4). Pidana penjara selama waktu tertentu seédadii-tidak boleh
melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ridgaipada hukuman
penjara karena merupakan ancaman untuk pelanggtrarkejahatan
karena kelalaian. Lamanya hukuman kurungan dibatasig sedikit
satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Denda, hukuman denda ini dapat diancam selanha paelaku
pelanggaran juga dapat diancam pada pelaku kejahgtang
adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jomyjang dapat
dikenakan minimum dua puluh lima sen dan jumlah smakmnya
tidak ada ketentuannya. Hukuman denda ini dapatnadi oleh
siapapun baik dari pihak keluarga atau kenalan.

b. Hukum Tambahan

Dalam perundang-undangan khusus tesebut dikenal pegjatuhan 2
macam pidana pokok yaitu penjara/kurungan ditamibaigan pidana denda.
Pidana denda tersebut wajib dibayar oleh terpidApabila tidak, dapat dipaksa

dengan cara menyanderangaj¢eling atau melalui penyitaan harta kekayaannya

sebagai harta lawan. Selain pidana denda ini naakitbeberapa pidana tambahan
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seperti: pencabutan hak-hak tertentu, perampasaranda tertentu dan
pengumuman putusan hakim.
1. Pencabutan hak-hak tertentu, hal ini diatur daleasaP 35 KUHP
yang berbunyi:

“(1). hak-hak terpidana yang dengan putusan hakapad dicabut
dalam hal-hal ditentukan dalam undang-undang tay dalam aturan
umum lainnya yaitu:

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatanttert

b. Hak memasuki angktan bersenjata.

c. Hak dipilih atau memilih dalam pemilihan yang dikala dalam
aturan-aturan umum.

d. Hak menjadi penasehaaf@dsman atau pengurus menurut hukum
(gerechetelijt bewindvoerdgrhak menjadi wali, wali pengawas,
pengampu atau pengampu pengawas atas orang yaag buokk
sendiri.

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan panvatau
pengampuan atas anak sendiri.

f. Menjalankan pencariamé¢roep yang tertentu
(2) hakim tidak berwenang memecat seorang pejatat d
jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus dikamyenguasa
lain untuk pemecatan itu”.

Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan keggddusa hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasamg hasil
kejahatan atau barang milik terpidana yang digumakatuk
melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalanalF3gsKUHP:

“(1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang dielerodari
kejahatan atau sengaja digunakan untuk kejahaamat dirampas.
“(2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yashak tdilakukan
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijgahkan
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang digantalalam
ungdang-undang.

“(3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang parsalah yang
diserahkan pada pemerintah, teapi hanya atas bheaagg yang
telah disita”.

3. Pengumuman putusan hakim. Bertujuan untuk membakitn

kepada seluruh masyarakat agar masyarakat lebidt degphati-hati
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terhadap si tehukum dan prosedurnya diatur did&&aHP Pasal 43
yaitu:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diunammk
berdasarkan kitab undang-undang ini atau atura@a@atlwumum
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimanea ca
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidaha”.

¥ E.Y. Kanter &S.R. SianturiOpcit), him. 461



